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Abstrak
plementation oversight Bappeda Riau province byalloggulation number 21 of 2001
concerning the establishmenganizational structures and work procedure sta¢gi@nal
Development Agency of Riau province until now stll running optimally, in addition
to a lack of inspectors in the field of human rases is only done once in a while,
executive oversight function also did not masterrtiles and regulations implementing
the actual supervisiowhile the obstacles faced BAPPEDA Riau province tlie
implementation of oversight is the lack of perfonc& monitoring functions BAPPEDA in
performing its duties and responsibilities, lack gffod human resources, lack of rules and
regulations BAPPEDA passes and the lack of sanetfon violations committed BAPPEDA
watchdog function is less discipline and do ndbfelthe rules and regulation of development
in Riau Province, for BAPPEDA efforts to overcomebems that impede the performance of
supervisory functions BAPPEDA Riau Province is tavjile support to employees to improve
organizational performance by including BAPPEDA wpes in technical training and
improve HR of field supervisors, giving employdes dpportunity to participate in additional
training and study visits in performing their dwgjeenforce rules and regulations for all
supervisors and employees BAPPEDA, be honestspemsible for reporting the results of the
work in each submit accountability reports are made

Kata Kunci : Pengawasan, koordinasi, evaluas

A. Pendahuluan
Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentangetahan daerah, pasal

13 ayat 1 urusan wajib yang menjadi Kewenangan Hetake Daerah Provinsi
merupakan urusan dalam skala provinsi yang melibuti

a. Perencanaan dan pengendalian pembagunan

b. Perencanaan, pemanfaatan,danpengawasan tata ruang

c. Penyelengaraan ketertiban umum dan ketenttramayanadsit

d. Penyedian sarana dan prasarana umum

e. Penangan bidang kesehatan

! Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang PeraériDaerah.



Penyelenggaraan pendidikandan alokasisumber dayasmgootensial
Penanggulangan masalah social lintas kabupaterkatau
Pelayanan bidang keternagakerjaan lintas kabupaten/
Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil,ng@amengah termasuk lintas
kabupaten/kota
Pengendalian lingkungan hidup
Pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten/kota
.Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
. Pelayanan administrasi umum pemderintahan
Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang bdapat dilaksanakan
kabupaten/kota
Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peratperundang-undangan.
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Mengingat pentingnya pembangunan daerah, terdap#il pembagian urusan
pemerintahan antara pemerintahan daerah dengarvip&hepusat, sesuai menurut
ketentuan pasal 10 ayat 3 undang-undang nomor 8 t2004 yang menyatakan
bahwa :urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemeriatghra lain, politik luar
negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, atau gystioneter, dan fiskal nasional dan
agama

Disisi lain terasa adanya tumpang tindih yang mbtkan koordinasi
pelaksanaan tugas dan wewenang antara pemeringdt gan pemerintah daerah.
Perencanaan pembangunan dilakukan dengan caraaeaam memperhatikan aspirasi
dari masyarakat dalam perencanaan pembangunarhdisradertanggung jawab demi
kepentingan masyarakat secara meyeluruh namummdaknyataannya dimana
pemerintah pusat memainkan peran dalam menentuékasaanggaran untuk daerah
tanpa banyak memperhatikan prioritas lokal, dinemap pemerintah daerah
mempertimbangkan strategi pembangunan nasional mdapgoses perencanaan
daerahnya. Secara prinsip koordinasi antara tinggaterintah yang berbeda dilakukan
melalui konsultasi dalam pertemuan koordinasi pmreraan pembangunan dimulai
ketika setiap tingkat pemerintahan memberikan acu@m keputusan tingkat
pemerintahan dibawahnya. Pada dasarnya pembangua#in daerah berjalan secara
berkesinambungan, akan tetapi hal ini dapat tercgmaebila adanya suatu koordinasi
yang baik antara elemen-elemen yang berkewenanglamdahal ini, terutama dalam
proses perencanannya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Kunarjo yangya@kan bahwa pelaksanaan
pembangunan di daerah berdasarkan pola perencaha@s melibatkan berbagai
instasi di provinsi, seperti BAPPEDA Provinsi, bigembangunan daerah, biro
keuangan dan dinas daerah provinsi, DPRD provinsuku menampung keinginan
masyarakat dalam pembangunan ditempuh system pe@@nt dari bawah keatas.
Tahap yang paling bawah dalam rapat koordinasi pegiuman daerah yang akan
diusulkan pada tingkat yang lebih tingdi.

Menurut undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentystem perencanaan
pembangunan nasional Pasal 2 ayat (4) menyatakawaba&ystem perencanaan
pembangunan nasional bertujuan untuk:

1. Mendukung koordinasi antara pelaku pembagunan

? Kunarjo,Perencanaan dan Pengendalian Program Pembanguieiarta: 2002, him. 112.
* Ibid, him.2.
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2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, de@gi baik antar daerah antar
ruang, antar waktu antar fungsi pemerintah mauptar pusat dan daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perexcapengangaran
pelaksanaan dan pengawasan

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya seelgsien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.

Undang-undang tersebut secara jelas menyatakanabsélah satu tujuan dari
system perencanaan pembangunan adalah dapat merajk@h partisipasi masyarakat
dan menjamin tercapainya penggunaan sumber dageaseftsien, efektif, berkeadilan,
dan berkelanjutan, artinya adalah bahwa system npan@an pembangunan
menekankan pendekatan partisipasif masyarakatlaésa yang disebut perencanaan
partisipasif.

Dalam pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Riau n@tainun 2009 ayat (1) :
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan datuk
menghindarikan kekosongan rencana pembangunan hgagtibenur yang
sedang memerintah pada tahun terakhir pemeritahadmyajibkan menyusun
rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun perfam@erintahan gubenur
berikutnya
BAPPEDA mempunyai tugas pokok dan mempunyai furdjatur dalam
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 21 tahun 20®asal 4 ayat (1) dimana
BAPPEDA mempunyai tugas pokok :

1. Merumuskan kebijasanaan pemerintah daerah dibigsergncanaan
pembangunan daerah dan penataan ruang daerah.

2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyeleraraskan, enasikan,
mengoreksi, dan justifikasi usulan rencana pemhasgldan rencana
proyek yang diusulkan oleh lembaga pemerintah daeraupun non
lembaga pemerintah sebelum ditetapkan menjadi nenpeogram dan
proyek.

3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunangklingan
Bappeda

4. Menyusun rencana umum tata ruang daerah dan melakdngawasan,
pemantauan,dan evaluasi terhadap pelaksanaanrdjEpa

5. Melaksanakan rencana kerja dan program pembanguyemg
menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekagpeamgediterapkan.

6. Menyusun laporan pertangung jawaban tahunan dair gi&batan

gubenur riau dibidang perencanaan dan pelaksanaambgmgunan

didaerah

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pekdsaekerjaan.

Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditatap

. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lirgqutugasnya.

0.Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis datil
perencanaan pembangunan dan penataan ruang dasiah dengan
sifat keperluannya.

* Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 21 Tahuri 286tang Tugas dan Fungsi Bappeda
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11.Melaksanakan pelatihan dibidang perencanaan pembhagdan tata
ruang.
12.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan GubRrau.

Ayat (2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, BAPPED&npunyai fungsi :
Merumuskan kebijaksanaan

Pengambilan keputusan

Perencanaan

Pengorganisasian

Pelayanan umum dan teknis
Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
Pengawasan

Pemantauan dan evaluasi

. Pelaksanaan lapangan

10.Pembiayaan

11.Penelitian dan pengajian

12.Pelaporan.

©CoNorwhE

Sejalan dengan semakin meluasnya kewenangan peamedaerah, terutama
wilayah kabupaten dan kota, maka peran dan fungdaB Perencanaan Pembangunan
yang sekarang dinamakan Badan Perencanaan Pembarigaerah (BAPPEDA) perlu
diperluas, maksudnya adalah bahwa Badan PerencaRaambangunan Daerah
(BAPPEDA) tersebut tidak hanya merencanakan kagiptmbangunan, tetapi lebih
dari pada itu diharapkan Bappeda bisa melakukaggvessan terhadap pembangunan
yang dilaksanakan oleh masing-masing unit penadrart yang ada di daerah.

Dari uraian diatas terlihat bahwa BAPPEDA memilid (dua belas) fungsi
dalam melaksanakan tugas-tugasnya, salah satu g@ainan yang sering timbul yaitu
pada fungsi pengawasan dimana fungsi pengawasaa pBadlan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bertugas :

1. Melaksanakan pengawasan kelapangan secara bexizdadp pelaksanaan

kegiatan pembangunan yang dianggarkan dan direkeamdéeh BAPPEDA

2. Melakukan koordinasi dengan pelaksana lapangantedikdap penggunaan

material pembangunan maupun terhadap teknis pelagksgpembangunan.

3. Melakukan teguran kepada pelaksana lapangan, kinyesuserhadap

kesalahan yang terjadi dilapangan

4. Melakukan atau membuat laporan terhadap hasil pesgn yang

dilaksanakan dilapangan

Dari uraian diatas terlihat bahwa BAPPEDA memilid (dua belas) fungsi
dalam melaksanakan tugas-tugasnya, salah satu g@atnan yang sering timbul yaitu
pada fungsi pengawasan dimana fungsi pengawasaa pBadlan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sesuai dengan Penad@mM\21 Tahun 2001 pasal
30 ayat (8)

Setiap unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukaembmaan,

pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawdanangan,

perlengkapan, organisasi dan tatalaksanadilingkukgajanya masing-masing
serta senantiasa berusaha meningkatkan prestag k@ng menjamin

5 Ibid, BAPPEDA, 2001



kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggamewenang, tugas dan
menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib pengglaraan wewenang,
tugas, kewajiban dan bertanggungjawab yang dibekkadanya dalam rangka
mewujudkan pemerintahan yang baik, memberdayakarerada dan

mensejahterakan rakyAt.

Oleh sebab itu fungsi pengawasan yang wajib dilaukeh BAPPEDA Provinsi
Riau untuk masing-masing bidang dalam melaksanakagasnya bertugas
melaksanakan :

5. Pengawasan kelapangan secara berkala terhadapsgedak kegiatan

pembangunan yang dianggarkan dan direncanakarBaleREDA

6. Melakukan koordinasi dengan pelaksana lapangantedikdap penggunaan

material pembangunan maupun terhadap teknis pelagksgpembangunan.

7. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan hasiluan dan hasil kerja

dilapangan kepada kepala bidang dan unsur pimpinan

8. Melakukan atau membuat laporan terhadap hasil pesgn yang

dilaksanakan dilapangan

Dalam setiap proses pelaksanaan pengawasan teripamalpangunan yang
dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Riau, dimana teikagl BAPPEDA Provinsi Riau
menemui kendala-kendala dalam proses pengawassebwer berbagai kendala yang
dihadapi oleh BAPEDA Provinsi Riau terkadang datdag dalam instansi itu sendiri
seperti belum terlaksananya pengawasan secarayauntgdilakukan petugas pengawas
proyek pembangunan baik secara rutin maupun berkdda masih kurangnya
pengetahuan pengawas terhadap pelaksana fisik pgonen sehingga pengawas tidak
mengetahui apakah material yang digunakan sudalaisdengan teknik pelaksanaan
pembangunan dilapangan.

Permasalahan yang ditemui dalam proses pelaksahagmi pengawasan
pembangunan oleh BAPPEDA Provinsi Riau dimana Isamttan Peraturan Daerah
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susungan@asi dan Tatakerja
Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Provinsi Risal B ayat 4 dimana
“Menyusun rencana umum tata ruang daerah dan nielakpengawasan, pemantauan
dan evaluasi terhadap pelaksanaan di lapangan, y@m@ sesua dengan Peraturan
Gubernur dalam hal ini Bidang Infrastruktur dangkongan hidup mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pekerjaan dan Kkegiatana serengkoordinasikan,
menyelaraskan, memadukan, menyerasikan dan melkgkokesesuaian usulan
program atau melakukan pengawasan dan kegiatanamleRgncana Pembangunan
Jangka Panjan, Rencana Pembangunan Jangka Mergarmg&tencana Kerja Tahunan
Pemerintah Daerah di Bidang Infrastruktur dan limghan hidup’ adalah kurangnya
pengawasan yang dilakukan petugas pengawas dilapabgik terhadap jalannya
pembangunan maupun ketidak mengertian pengawaadtghpenggunaan material
sehingga laporan yang diberikanpun hanya mengiptran pengawasan dari tahun-

® Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tenBergbentukan, Susunan organisasi dan
Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

"Ibid, BAPPEDA, 2001

8 Laporan Pertanggungjwaban BAPPEDA Provinsi Rialifis2010

° Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentbingian Tugas Badan Perencanaa
Pembangunan Daerah Provinsi Riau
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tahun sebelumnya, hal tersebut semakin memperbpauiklaian terhadap kinerja
BAPPEDA Provinsi Riau khususnya terhadap pelaksapaagawasan, sehingga hasil
pembangunan sering sekali tidak sesuai denganast&ethhanan pembangunan yang
dianggarkan seperti ketahanan pembangunan jembagighton Tiga yang
direncanakan memiliki ketahanan 20 tahun kenyatganpelum mencapai masa
tersebut saat ini sudah mengalami permasalahamditeergeseran konstruksi
bangunan, pembangunan venue olah raga untuk PQ8 kang mengalami kerusakan
sebelum dipergunakan, pembangunan flighover dnjdenderal Sudirman yang terjadi
keterlambatan dan tidak sesuai dengan waktu permmbang keseluruhan itu tidak
terlepas dari tugas BAPPEDA dalam melaksanakan gvessgan. Hal tersebut
disebabkan kurangnya pengawasan BAPPEDA Provingiu Rdilapangan saat
pelaksanaan pembangunan terséfjut.hal tersebut jelas menunjukkan pelaksanaan
fungsi BAPPEDA Provinsi Riau belum sepenuhnya ltemjsesuai dengan Peraturan
Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembentukann8agOrganisasi dan Tatakerja
Badan Perencanaa Pembangunan Daerah Provinsi &iangga hasil pembangunan
tidak sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapi®iaksanaan pembangunan yang
dibebankan oleh BAPPEDA Provinsi Riau dianggap aapgnting dalam menentukan
hasilnya kelak, karena perencanaan yang baik alarg@emai target yang ingin dicapai
nantinya. Bila fungsi pengawasan dilapangan dd@k tberjalan secara maksimal
bagaimana dengan hasil yang akan dicapai nantieyd, saja hasilnya akan tidak
sesuai dengan yang diharapkan dan tujuan untuk nglatkan kesejahteraan
masyarakat tidak tercapai karena fungsi dan tugaBFEEDA dalam merencanakan
pembangunan belum berjalan dengan baik.

Maka dari itu rangkaian perencanaan pembanguna pi@mnjau kembali,
karena begitu pentingnya pembangunan ekonomi tonikumeningkatkan kesejahteraan
masyarakat di Provinsi Riau, maka pelaksamaan fuBg®PEDA di Provinsi Riau
yang tepat dan baik menjadi suatu hal mutlak yaagidhdilakukan oleh Pemerintah
Daerah.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badaencd&wan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau berkasaPeraturan
Daerah Nomor 21 Tahun 20017

2. Apakah faktor-faktor penghambat yang dihadapi dadPerencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau dalamakBanaan
Pengawasan Pembangunan Daerah di Provinsi Riau?

3. Apa upaya yang dilakukan Kepala Bappeda ProvinsiauRidalam
mengoptimalkan fungsi pengawasan Badan Perencaaabangunan Daerah
(BAPPEDA) Provinsi Riau?

C. Pembahasan

1. Peaksanaan Fungs Pengawasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Provins Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun

1%bid, Bappeda, 2010



2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisas dan Tatakerja  Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provins Riau

Berbicara ,mengenai fungsi Pengawasan pada BaBarencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau dalamrenpanaan
pembangunan tidak dapat terlepas dari pengawasay ditakukan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, karena rangkagrarmprpembangunan yang
dicanangkan pemerintah Provinsi Riau tidak terlepaguk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pemlzanfisik maupun non fisik.

Tugas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BadarenPanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau yaitlaksanakan pengawasan
kelapangan secara berkala terhadap pelaksanaaatategbembangunan yang
dianggarkan dan direncanakan oleh BAPPEDA, melakukaordinasi dengan
pelaksana lapangan baik terhadap penggunaan nmhagberabangunan maupun
terhadap teknis pelaksanaan pembangunan, melakagaran kepada pelaksana
lapangan, khususnya terhadap kesalahan yang telijagangan serta melakukan
atau membuat laporan terhadap hasil pengawasamjlakganakan dilapangdh

Tugas dan fungsi pengawasan tersebut tidak tergragdanya kerjasama
antara seluruh fungsi yang terdapat dalam strukirganisasi pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Proviasi, Rimana setiap
fungsi memiliki tugas dan tanggungjawabnya bailkadaprogram pembangunan
yang disusun dan dianggarkan setiap tahun maupuhad&p laporan
pertanggungjawaban yang mereka pertanggungjawalsietiap akhir periode
pembangunan yang mereka awasi dan laksanakan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 266fang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Batancanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Riau, fungsi pengawasan terhadappaegunan infrastruktur dan
lingkungan hidup mempunyai tugas menyelenggarakarsan, pekerjaan dan
kegiatan serta mengkoordinasikan, menyelaraskamaahekan, menyerasikan dan
mengkoreksi kesesuaian usulan Program dan kegiakamgan rencana
pembangunan jangka panjang daerah, rencana penmaangungka menengah dan
rencana kerja tahunan pemerintah daerah di bidaingstruktur dan Lingkungan
Hidup.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dapat #gelasenurut teori
perencanaan yang menyatakan suatu proses perengembanunan dimaksudkan
untuk melakukan perubahan menuju arah perkembayayanlebih baik bagi suatu
komunitas, pemerintah dan lingkungan dalam wilay&rtentu dengan
memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumbeydag ada dan harus
memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkéetap berpegang pada azas
prioritas’?

Pelaksanaan perencanaan yang dilakukan oleh Badmendanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau sepamig telah dijelaskan
pada bab sebelumnya telah dilaksanakan sesuai rdgmgses perencanaan yaitu
dari pelaksanaan Musrenbang hingga dikeluarkan®®BDAProvinsi Riau.

! Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 280tang Tugas dan Fungsi Bappeda
12 Riyadi dan Deddy Supriyadpcit, him. 31
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Selanjutnya berdasarkan teori pengawasan yang dkamn oleh
Muchson bahwa pengawasan dititik beratkan padakent evaluasi serta koreksi
terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksadhegil tersebut sesuai dengan
rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan tdetakkan terhadap suatu
proses kegiatan yang sedang dilakukan tetapi jystda akhirnya suatu kegiatan
menghasilkan sesuatu.

Kenyataan yang terjadi dilapangan dimana Badan nEanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau tidgesehnya melaksanakan
pengawasan sesuai dengan teori yang dikemukakamarfai fungsi pengawasan
yang seharusnya menghasilkan evaluasi dan korekisi terhadap tindakan
dilapangan, koreksi terhadap kinerja sehingga measitlfan sesuai yang
diharapkan.

Sesuai dengan fungsi pengawasan pada Badan Peaanc@ambangunan
Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau selain melakukangasvasan terhadap hasil
pembangunan dilapangan juga bertanggungjawab tghleesalahan yang terjadi
dilapangan. Kinerja fungsi pengawasan yang diladisam oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau dinyataierhasil atau tidak
dibuktikan dengan kualitas dan hasil akhir pembaaguyang diawasi oleh fungsi
pengawasan Badan Perencanaan Pembangunan DaeRIREBA) Provinsi Riau.

Kehadiran Badan Perencanaan Pembangunan DaerahdPinau dalam
pelaksanaan, pembangunan di Provinsi Riau selamilki dua belas fungsi yang
sangat strategis dalam ikut menentukan kestabilambpngunan nasional,
utamanya pembangunan daerah di segala bidang plek @lam masyarakat, yang
paling berperan berhasil atau tidaknya pembangudbarengi dengan adanya
fungsi pengawasan.

Tugas dan fungsi Badan Perencanaan PembangunaahO@&XPPEDA)
Provinsi Riau dalam meningkatkan pelayanan kepaaksyanakat di Provinsi Riau
dengan melaksanakan perumusan Rencana StrategisISTFA), dimana
perencanaan pembangunan di daerah ditiunjau daodeaeya mencakup Renstra
pembangunan Jangka Panjang (RPJP), jangka mendRfalM) dan jangka
pendek yang tertuang dalam RAPBD, dimana tahapamggsehan RAPBD
Provinsi Riau dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyusunan RKPD

2. Penyampaian KUA dan PPAS oleh Ketua TAPD kepadaalgeaerah
/Gubernur

Penyampaian KUA adan PPAS oleh Kepala Daerag/Gubkepada DPR

KUA dan PPAS disepakati antara Kepala Daerah/Guibelan DPR

Surat edaran Kepala Daerah/Gubernur merihal RKABKP

Penyusunan dan pembahasan RKA SKPD dan RKA-PPKia penyusunan
Rancangan APBD

Pengembalian persetujuan bersama DPR dan Kepatalid@ebernur
Penetapan Perda APBD dan Penjabaran APBD seswgareasil evaluasi
Rencana strategis merupakan serangkaian rencadakdm dan kegiatan
mendasar yang dibuat secara bersama-sama antala BPPPEDA dan seluruh staf
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serta jajarannya sesuai fungsi yang ada di BAPPHED@vinsi Riau dalam rangka
pencapaian visi dan misi organisasi BAPPEDA Pro\Rigu.

Sebagaimana telah diketahui bahwa tugas pokok BaBarencanaan
Pembangunan Daerah yaitu menyelenggarakan tugamtterdibidang perencanaan
daerah dan salah satunya adalah memiliki fungsygeasan menyangkut pengawasan
pembangunan seperti pembangunan jembatan Siakydigaditargetkan ketahanannya
melebihi 20 tahun namun baru beberapa tahun saatdah mengalami kerusakan baik
kostruksi yang bergeser demikian pula halnya dermqganmbangunan venue lapangan
tembak pada persiapan Pekan Olahraga Nasional (R®NB di Provinsi Riau yang
seluruhnya difasilitasi oleh pemerintah ProvinsalRidan juga beberapa pembangunan
jalan seperti pembangunan flightover di Jalan Jehd&udirman, dimana pelaksanaan
pembangunan-pembangunan tersebut yang mengalamerlakebatan dalam
pembangunan dimana pembangunan tersebut tidakpdsrldari pengawasan yang
dilakukan oleh Badan Perencanaan PembangunaniD@A&®PEDA) Provinsi Riau.
Demikianpula halnya keberhasilan maupun kegagaampngunan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Provinsi Riau seluruhnya tidakepat dari pelaksanaan fungsi
pengawasan yang terdapat pada Badan Perencanabarigeman Daerah (BAPPEDA)
Provinsi Riau.

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Badan Ressart Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2¢d412g ditegaskan oleh Kepala
Bappeda Provinsi Riau yang menyatakan :

Sesuai dengan pemberitaan yang diekspose oleh meba maupun media

elektronik selama ini bahwa terjadi beberapa késala dalam proyek

pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan PeremcBeazangunan Daerah

(BAPPEDA) Provinsi Riau seperti pembangunan veneenbbk ketika

menjelang PON ke 18 di Riau dimana venue yang digekai belum selesai

sehari sebelum pembukaan, pembangunan venue yargy dan beberapa
venue yang belum dilakukan uji coba. Demikian pulalnya dengan
pembangunan jembatan Leighton Tiga yang saat efaht mengalami
pergeseran pondasi dan ketahanannya belum men2@p&hun dan juga
terjadinya keterlambatan dalam pembangunan flighadie Jalan Jenderal

Sudirman benar-benar menunjukkan tidak berjalanfiyagsi pengawasan

dilapangan yang dilakukan Badan Perencanaan Penn@mg Daerah

(BAPPEDA) Provinsi Riau ketika pelaksanaan dilagang Hal tersebut

sebenarnya selain kurangnya koordinasi antara agtlapangan dengan staf

bagian pengawasan dan juga kesalahan yang teghwlg $erkaitan sehingga
hasil pembangunan yang sudah direncanakan secéagriaddak memperoleh
hasil yang maksimal.

Berdasarkan tanggapan Kepala Badan Perencanaabafgman Daerah
(BAPPEDA) Provinsi Riau tersebut dapat dijelaskamggapan responden yang
merupakan staf fungsi pengawasan yang melakukagapesan dilapangan pada
pelaksanaan pembangunan yang saat ini banyak timagyarakat maupun pemerintah
daerah sendiri seperti kerusakan-kerusakan bangyerag baru dibangun dan belum
mendapatkan ujicoba namun telah diresmikan danndkan seperti pembangunan

15 Wawancara dengan Kepala BAPPEDA, Dr.H.. Ramli,iMahggal 9 May 2013 di Kantor
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau
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venue lapangan tembak di Rumbai, stadion olah dagganam dan jembatan Leigton
Tiga di Rumbai yang dinilai Badan Perencanaan Pegwen Daerah (BAPPEDA)
Provinsi Riau tidak melaksanakan fungsi pengawdsagan baik.

Bedasarkan tanggapan responden terhadap pengaysasauilaksanakan oleh
fungsi pengawasan terhadap seluruh proyek pembangiinProvinsi Riau khususnya
pada tahun 2012 dimana 15 orang (68,18%) responummyatakan bahwa fungsi
pengawasan yang dilaksanakan hanya dilakukan ssHali. Sedangkan 5 orang
(22,72%) menyatakan pengawasan tidak dilaksanagdradap pembangunan yang
dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan DB&RREDA) Provinsi Riau.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan staf peklakssmgawasan dilapangan
hanya sesekali dilaksanakan, hal tersebut jelayatehi tugas dan fungsi pengawasan
dimana pengawasan seharusnya dilaksanakan secdk@abeleh staf pengawasan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDAR§IrBNau sehingga apabila
terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangamdaelaksanaan pembangunan
dapat dengan segera diperbaiki atau dilakukan pkanaio ulang.

Berdasarkan tanggapan tersebut dapat dijelaskanwabalpelaksanaan
pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Peremcahambangunan Daerah
(BAPPEDA) Provinsi Riau pada dasarnya sudah dipmgdan direncanakan dengan
benar dan melalui Musrembang Provinsi yang manakpahaan pembangunan
dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jaagjang, Jangka Menengah
dan juga jangka pendek dimana dalam pelaksanaabgpgunan harus melalui tahapan
sesuai dengan fungsi yang ada pada Badan Perenca&wmabangunan Daerah
(BAPPEDA) Provinsi Riau yaitu :

Merumuskan kebijaksanaan
Pengambilan keputusan
Perencanaan
Pengorganisasian
Pelayanan umum dan teknis
Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
Pengawasan
Pemantauan dan evaluasi
. Pelaksanaan lapangan
10.Pembiayaan
11.Penelitian dan pengajian
12.Pelaporan.

Namun untuk pelaksanaan fungsi pengawasan sesuwjameteori yang
dikemukakan, pelaksanaan dilapangan terhadap fpeggjawasan yang dilakukan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDAnSirBvau tidak terlaksana
sebagaimana layaknya. Hal tersebut sesuai dengabga responden dan pelaksanaan
fungsi pengawasan sesuai dengan Peraturan Gukdéomoor 14 Tahun 2009 dimana
Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup melakdara fungsi pengawasan yang
mana pengawasan dilakukan untuk kegiatan RPJP, RBdMJangka Pendek.

Fungsi yang terdapat pada Badan Perencanaan PambangDaerah
(BAPPEDA) Provinsi Riau dapat dilaksanakan dengaik lmamun sesuai dengan
permasalahan yang dikemukakan sebelumnya bahwasifusgngawasan belum
terlaksana sepenuhnya sehingga dari hasil pembangyang dilakukan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Proviasi $eperti pelaksanaan
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pemantauan dan evaluasi, pelaksana lapangan, tapang dilakukan tidak seluruhnya
berjalan dengan baik dan laporan terakhir tidakatlapertanggungjawabkan apabila
terjadi kesalahan. Permasalahan yang timbul dibaelpksering sekali dilemparkan
kepada pelaksana lapangan seperti kontraktor, gkdarfiungsi pengawasan tetap harus
melakukan koordinasi baik dengan kontraktor, insta@rkait seperti Dinas Pekerjaan
Umum (PU) dan juga BUMN yang ditunjuk untuk melaksiean pembangunan.

Melalui hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidanfrastruktur dan
Lingkungan Hidup yang membawahi fungsi pengawasaland pelaksanaan
pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau mengehaigsi pengawasan yang
dilakukan oleh staf Badan Perencanaan Pembanguaaraid (BAPPEDA) Provinsi
Riau dapat dijelaskan berikut irif:

Fungsi pengawasan seluruhnya sudah dilaksanakamumapelaksana
pengawasan dilapangan seperti staf yang melaku&agawasan sering tidak
mengetahui dan kurang memahami pelaksanaan pemi@ngeperti plaksana
fisik, konstruksi yang dilakukan dan hal-hal teknéialam pelaksanaan
pembangunan, sehingga staf pelaksana pengawasartidak tahu apakah
pelaksanaan konstruksi yang diawasi sudah benarsatah, hal ini disebabkan
staf plaksana dilapangan yang melakukan pengawdskk seluruhnya
memiliki latar belakang pendidikan teknik sipil apain mengerti konstruksi
bangunan.

Selain kurangnya pelaksanaan pengawasan terhadagbapgunan yang
dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PEMY) Provinsi Riau
disebabkan kurangnya koordinasi dengan petugasd@m sesuai dengan fungsi yang
ada pada Badan Perencanaan Pembangunan DaerahEBAPProvinsi Riau dimana
fungsi pengawasan diwajibkan melakukan koordinaekingga hasil koordinasi dapat
dijadikan suatu evaluasi. Hal tersebut sesuai dergraturan Gubernur Nomor 13
Tahun 2009 Pasal 17 yang salah satunya melakul@adikasi dengan fungsi pelaksana
lapangan, fungsi pemantauan dan evaluasi dan ynggsif penelitian dan pengajian. Hal
tersebut diwajibkan agar pembangunan yang dilakskdelum diserahterimakan oleh
kontraktor kepada Pemerintah Provinsi harus sudakuttan penelitian ulang, seperti
uji coba terhadap ketahanan bangunan, ketahanaguiam sesuai dengan rencana
pembangunan yang sudah dianggarkan dan telah direkan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau disaglbkokan usulan RAPBD
disahkan dan telah melalui proses Musrembang Psovin

Koordinasi yang dilakukan fungsi pengawasan teapadpelaksanaan
pembangunan di Provinsi Riau sesuai dengan RPJRMM RBn Rencana Pembangunan
Jangka Pendek yang disahkan oleh Gubernur dannBRei@ncanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau sebagai pelaksanharssnya benar-benar
dilaksanakan. Namun seperti yang dikemukakan olebiK infrastruktur dan
Lingkungan Hidup terhadap koordinasi yang dilakukangsi pengawasan dengan
fungsi pelaksana lapangan, fungsi pemantauan daloasy dan fungsi penelitian dan
pengujian masih belum sepenuhnya bejalan dengérdisababkan :

Koordinasi yang dilakukan oleh fungsi pengawasahamenya senantiasa

terjalin dengan pelaksana lapangan, fungsi pemantdan evaluasi sehingga

16 Wawancara dengan Kabid Infrastruktur dan LinglamHidup, Bapak Ir. Yanuar, ST, MT
pada tanggal 9 May 2013 di Kantor BAPPEDA ProvRisiu
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apabila ada hal-hal yang tidak dimenerti mereka baing mengkoordinasikan
dengan pelaksana lapangan, demikian pula halnyadik@si dengan fungsi
penelitian dan pengujian. Namun seluruhnya fungsigyada pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Proviasi IBbih banyak
bekerja secara sendiri-sendiri, oleh sebab itu iEpabmbul permasalahan
dikemudian hari seperti terjadinya kerusakan baaguyang belum mencapai
masa pakai sesuai yang direncanakan, konstrukgjuban yang sudah mulai
terjadi pergeseran yang nantinya dapat berakiltak eengan jatuhnya korban
masyarakat, jelas berdampak terhadap kinerja datanggungjawaban dari
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)ingtroRiau
dipertanyakan dalam laporan pertanggungjawabannigaatd memberikan
laporan pertanggung jawab&h.

Koordinasi dalam pembangunan pada dasarnya mempgiaya untuk menjaga
keseimbangan atau keselarasan antara aktifitagtaskti pembangunan yang
dilaksanakan oleh berbagai komponen baik pemerirgalasta maupun masyarakat
dengan sasaran yang ingin dicapai karena pembamgtingendiri ditujukan kepada
masyarakat. Koordinasi hendaknya diterapkan dakeseliruhan proses pembangunan
sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalean pmkengawasan sampai
evaluasinya®

Koordinasi dalam penelitian ini jelas terlihat alal proses pengawasan
pembangunan yang disusun BAPPEDA selaku lembaga yHiperi kewenangan
menangani perencanaan pembangunan daerah dengdnatkael komponen terkait
lainnya, serta pelaksanaannya yang diserahkan &epeansi maupun pihak lain
selaku penggerak pembangunan daerah dapat diceqeiasefektif dan efisien bagi
perwujudan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Keberhasilan pembangunan yang telah direncanakaonk ukesejahteraan
masyarakat tidak terlepas dari koordinasi antagarmisasi/instansi vertical yang ada,
karena eksistensi BAPPEDA melalui fungsi yang dianmtya adalah perumusan
kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembmrguwlaerah dan pelayanan
penunjang penyelenggaraan pemerintahan provindam@e proses pembangunan
berlangsung BAPPEDA tidak bekerja sendiri melainkarkoordinasi dengan instansi
terkait, demikian pula halnya dengan fungsi pengawayang dilakukan sehingga hasil
pembangunan yang diinginkan dapat terlaksana derajkn

Seperti tanggapan responden berikut ini mengenakgenaan koordinasi yang
dilakukan fungsi pengawasan terhadap fungsi terk@iinya dalam pelaksanaan
pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunaah IB&PPEDA) Provinsi
Riau dapat dijelaskan dimana 13 orang (59,09%) oredgn menyatakan bahwa
koordinasi tidak dilaksanakan oleh fungsi pengawakangan fungsi lain dan 8 orang
responden (36,36%) menyatakan koordinasi hany&ukiém sekali-sekali oleh fungsi
pengawasan dengan fungsi lain seperti pelaksaaadap, dengan fungsi pemantauan
dan evaluasi dan juga koordinasi dengan fungsilpi@medan pengajian.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh MuhanfRyadh bahwa perlunya
melaksanakan koordinasi disesuaikan denan waktakgeshaan pengawasan untuk

Y Wawancara dengan Kabid Infrastruktur dan Linglamglidup,lbid, tanggal 9 May 2013 di
Kantor BAPPEDA Provinsi Riau

* Riyadi dan Deddy Supriyadi BratakusumBerencanaan Pembangunan Daerahm.310
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mendapatkan hasil yang baik, dimana waktu pelaksanmtuk tetap terlaksananya
koordinasi yang baik dalam pelksanaan pengawaspat débagi dalam tiga tahapan
yaitu :

a. Sebelum kegiatan, pengawasan yang dilakukan seb&kgratan dimulai
antara lain dengan mengadakan pemeriksaan darpesaserencana kerja dan
rencana anggarannya, penetapan petunjuk operasional

b. Selama kegiatan, pengawasan yang dilakukan selaek&rjpan masih
berlangsung, pengawasan ini bersifat refresif tlapayang sudah terjadi dan
sekaligus bersifat preventif untuk mencegah perkamghnnya atau
terulangnya kesalahan.

c. Sesudah kegiatan, pengawasan yang dilakukan sesueldrjaan selesai
dilaksanakan dengan membandingkan rencana dan peasieriksaan apakah
semuanya sudah sesuai dengan kebijaksanaan atniuleei-ketentuan yang
berlaku.

Apabila pengawasan berjalan dengan baik akan igala pada system
pemerintahan yang baik pula. Dalam hal membahaartgrsystem pemerintahan maka
perhatian diarahkan pada tiga komponen utamanyai yekaturan (konstitusi, hukum,
etika), lembaga-lembaga (yang berwenang dalam seat@kan peraturan tersebut),
pelaku (khususnya pemimpin-pemimpin yang bertanggjawab atas pelaksanaan
kewenangan yang melekat pada lembaga-lembaga).

Hasil dari jawaban responden menunjukkan bahw&pateaan koordinasi yang
seharusnya dilakukan juga dalam tiga tahap pengewaaitu dilakukan sebelum
kegiatan pembangunan, selama kegiatan pembangursan sgtelah kegiatan
pembangunan, fungsi pengawasan tidak melaksana@audikasi dalam melaksanakan
pengawasan tersebut. Hal tersebut jelas membuktighwa fungsi pengawasan dalam
melakukan koordinasi ketika melaksanakan pengawtadadilaksanakan.

Akibat dari kurangnya koordinasi yang dilakukan holaingsi pengawasan
terhadap pelaksanaan pembangunan di Propinsi Rjalas tidak sesuai dengan
pelaksanaan RPJP, RPJM dan Rencana Pembangun&a Pamglek yang merupakan
pemenuhan kepentingan bagi masyarakat provinsi 8iimana sebelum dilaksanakan
program pembangunan baik itu jangka panjang, jamg&gaengah dan jangka pendek
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDAnS&Ir&iau telah terlebih
dahulu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) pemnoipang yang akan
dilaksanakan, hal tersebut untuk mengantisipasr &éigak terjadi kesalahan baik
kesalahan dalam penyusunan anggaran pembangurealahHan dalam pelaksanaan
dilapangan dan kesalahan dalam mempertanggung kawabasil pembangunan
dikemudian hari, dimana RENSTRA yang disusun olehdd® Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau menglian bagi BAPPEDA
dalam melaksanakan program pembangunan.

Rencana strategis yang dirumuskan dalam modul Blisasi Akuntabilitas
Instansi Pemerintah (AKIP) terbitan Lembaga Adntmasi Negara Badan Penelitian
Kinerja Pemerintah (LAN-BPKP) merupakan proses Isecaistematis yang
berkelanjutan dari pembuatan suatu keputusan yangsiko, dengan memanfaatkan
sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, meagmasi secara sistematis usaha-

¥ Muhammad RyarOpcit, him. 32
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usaha melaksanakan keputusan tersebut dan menigakiumya melalui umpan balik
yang terorganisir dan sistemafs.

Dari jawaban responden tersebut dapat disimpulkahwh pelaksanaan
koordinasi oleh fungsi pengawasan yang seharusigkukan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau dalanosgw pelaksanaan
pembangunan di Provinsi Riau tidak sepenuhnyakisatea disebabkan masih tingginya
rasa ego staf dan pegawai dalam melaksanakan kasrddengan fungsi terkait
lainnya, tanpa mereka sadari dengan tidak berjgtarkoordinasi yang baik maka
laporan pertanggungjawaban dan hasil pembangunag gdarapkan menjadi tidak
sesuai dengan rencana pembangunan yang telahrmiseisalumnya.

Dengan demikian jelas bahwa perencanaan strategs mengandung visi dan
misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kagitang realistis yang disusun oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDARSIrBVau tidak terlaksaana
sepenuhnya disebabkan kurangnya koordinasi yaagu#idn oleh fungsi pengawasan
dalam pelaksanaan tugasnya untuk melakukan pengavaas melakukan koordinasi
dengan fungsi terkait lainnya. Tidak adanya kerfasgang baik akan menimbulkan
banyak kesalahan yang berakibat fatal terhadagdmeatan masyarakat.

Koordinasi yang dilakukan oleh fungsi pengawasafBBDA juga tidak cukup
hanya dilaksanakan didalam lingkungan BAPPEDA saaun koordinasi fungsi
pengawasan dapat berhasil apabila fungsi pengawgmsag dilakukan BAPPEDA
melakukan koordinasi dengan instansi terkait dgb@taksanaan pembangunan seperti
Dinas Pekerjaan Umum, BUMN dan juga organisasi y&igruhnya terkait langsung
dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi RiaunHahtuk mengantisipasi apabila
fungsi pengawasaan yang dilaksanakan staf pengdiegesngan tidak sempat turun
kelapangan, maka dengan terjalinnya koordinasi alengstansi lain dapat memperoleh
informasi yang pasti dan melihat laporan-laporan idatansi terkait berkaitan dengan
proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan. Dextiganrya koordinasi yang baik
antara fungsi pengawasan dengan instansi terkgatdememinimalisir terjadinya
kesalahan dalam pembangunan, pengawas dari BAPHE@A dapat dengan pasti
melakukan teguran, mengkritik hasil kerja dan dagabhgan segera melaporkan
kesalahan yang terjadi sehingga pembangunan yadalg dapat segera diperbaiki dan
tidak menimbulkan kerugian dan kesalahan fatalrdikgian hari.

Fungsi pengawasan BAPPEDA Provinsi Riau juga sedeagan Peraturan
Gubenur Nomor 13 Tahun 2009 dimana pelaksana pesgaw berhak untuk
melakukan teguran atas kesalahan yang terjadi atitggn, seharusnya tetap
dilaksanakan apabila pengawas menemui kendalawatekgsalahan. Namun teguran
dapat dilakukan apabila ada bukti dan pengawas mieikln dengan gambar/foto
proyek di lapagan. Namun pelaksana pengawas lapaBg®PEDA yang kurang
memahami pekerjaan fisik dilapangan lebih seridgkimengetahui apakah pekerjaan
mengalami kesalahan secara kasat mata atau tidakekaelain tidak melakukan
pengawasan secara rutin, juga tidak adanya koaidoengan instansi terkait yang
lebih mengerti pekerjaan konstruksi dilapangan. Rem pula pengawas lapangan
tidak hanya melakukan pengawasan terhadap penggunaterial pekerjaan namun
juga dapat memperhitungkan anggaran yang digundik@pangan oleh pihak swasta,
karena setiap fungsi wajib mengetahui anggararkgafe@an pembangunan khususnya

? Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusum@épcit, him.279
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dilapangan karena BAPPEDA sendiri yang merencanakaik anggaran yang

dikeluarkan maupun penyusunan anggaran tersebut.

Selanjutnya penyelenggaraan pembangunan yang allakan BAPPEDA juga
tidak terlepas dari fungsi pengawasan yang dilakukaik dari staf lingkungan
BAPPEDA terhadap pelaksanaan pembangunan di Ridviau juga hasil akhir yang
dicapai dimana fungsi pengawasan yang dilakukansharemberikan laporan hasil
akhir yang disebut dengan laporan pertanggungjawaba

Laporan pertanggungjawaban diberikan oleh setidpr gkeriode pekerjaan
sesuai penggunaan anggaran dan setiap fungsi gdiimat dalam pembangunan oleh
BAPPEDA wajib menyerahkan laporan pertanggungjawabldal tersebut tidak
terlepas dari fungsi pengawasan yang dilakukan HAW® dilapangan, laporan
pertanggungjawaban bukan hanya keberhasilan pembang kesiapan pekerjaan
dilapangan, tetapi laporan pertanggungjawaban mugiaporkan kendala-kendala yang
ditemui, permasalahan yang terjadi dan juga kethabangunan. Dari laporan
pertanggungjawaban akan dapat dievaluasi apakabrjpak setia fungsi berjalan
dengan baik atau tidak.

Bedasarkan tanggapan responden terhadap laportangmguingjawaban yang
disampaikan BAPPEDA Provinsi Riau dalam melaksangkangawasan dilapangan
terhadap pembangunan di Provinsi Riau 17 oran2{%4) menyatakan BAPPEDA
melaporkan  pelaksanaan pengawasan yang dilakukamandi laporan
pertanggungjawaban selalu melaporkan kebaikan dbarkasilan pembangunan yang
dilakukan. Sedangkan 5 orang (22,73%) menyatakanPFEDA melaporkan
pengawasan yang dilakukan scara lengkap baik ka&ngkdg terjadi, permasalahan
yang dihadapi di lapangan dan kesalahan-kesalabhag yerjadi dan solusi serta
perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi kendatgpgamsalahan dilapangan.

Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan d#vegikan oleh setiap
fungsi dalam pelaksanaan pekerjaannya dimana futegkait didalam BAPPEDA
Provinsi Riau memiliki tugas dan tanggungjawab mgsnasing dalam menjalankan
tugasnya khususnya dalam pelaksanaan pembangunan.

Seperti yang dikemukakan Kepala Dinas BAPPEDA PwiviRiau bahwa
laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap akhga periode pekerjaan yang
mana laporan pertanggungjawaban meliputi :

1. Laporan hasil pekerjaan yang dilakukan selama meas@ode pekerjaan
berlangsung dan sesuai dengan proyek pembangunag gdaksanakan.
Laporan pekerjaan yang dilaporkan secara lengkaseésuai dengan kenyataan
dilapangan.

Waktu dan tempat pelaksanaan pekerjaan dilakukan

Pelaksana pekerjaan dan instansi/organisasi yarigittedalam pekerjaan

tersebut.

4. Hasil evaluasi dan monitoring dilapangan setiapgfiinyang melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan fungsi dan tugas masinggnallasil evaluasi
dilakukan setiap tinjauan yang dilakukan /seiap har

5. Temuan-temuan yang baru apabila terdapat dalarkgaglaan pekerjaan.

6. Kendala-kendala ataupun hambatan yang terjadi dalasa periode pekerjaan,
hal tersebut guna pertimbangan untuk masa yang dkémng bagaimana
mengatasi permasalahan dan permasalahan apasgjaetam terselesaikan.

7. Laporan hasil uji coba kelayakan yang dilakukan.

w N
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8. Laporan hasil kerjasama antara BAPPEDA dengannsstarkait/swasta dalam
pelaksanaan pembangunan seperti hasil kerjasama ka@rdinasi dengan
instansi/swasta yang sama-sama melaksanakan akerja

9. Laporan anggaran dana yang dikeluarkan. Hal tetssésuai ddengan SPJ
(Surat perjalanan Dinas) dan LHP ( Laporan HadieHaan) yang dianggarkan
untuk pekerjaan setiap proyek pembangunan yangjalide;

Laporan pertanggungjawaban disampaikan berikut -bukii yang ada
dilapangan, baik dokumen, maupun foto atau gamé@kpanaan pembangunan yang
diawasi oleh setiap pelaksana pengawas dari BAPPERAtersebut dilakukan untuk
mendukung dan membuktikan bahwa pekerjaan yandxudiden tidak dilaksanakan
secara fiktif dan apabila timbul permasalahan dikdiem hari maka pelaksana
pekerjaan dapat dimintai pertanggungjawaban sedeagan laporan pertanggung
jawaban yang dilaporkan.

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan kabidastniiktur dan
Lingkungan hidup yang menyatakan :

Laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan setiagsi dilapangan selalu

berbeda-beda. Hal tersebut tergantung dari pelakspekerjaan karena

pelaksana fungsi pengawasan dilakukan oleh 20 graggwai yang ditunjuk
sesuai proyek pekerjaan vyang diberikan. Oleh sebab laporan
pertanggungjawaban selalu berbeda hasilnya. Sélesarnya proyek yang
diawasi, juga permasalahan yang dihadapi dilapargalain itu staf pengawas
juga memiliki cara kerja dan karakter msing-masikarena tingkat kesulitan
suatu proyek juga menentukan rutinitas pengawasrdaielakukan pengawasan
dan juga karakteristik atau sifat pegawai dalansdmalisasi dengan instansi
yang bekerja dalam proyek tersebut. Oleh sebdhptran pertanggungjawaban
selalu berbeda-beda, contohnya laporan pertanggwabgpn pengawas untuk
pembangunan jembatan Leighton Tiga dengan lapomtarggungjawaban
pembangunan venue tembak untuk PON ke 18 di Rusdtap pengawas
melaporkan permasalahan yang berbeda. Untuk pembangLeighton Tiga
hingga saat ini tidak ada permasalahan yang dihagapgawas dalam
melakukan pengawasan. Sedangkan untuk pembangueaune viapangan
tembak di Rumbai dimana permasalahan disebabkantsaausim hujan dan
anggaran dana yang ada dinilai kurang serta tepgiantian kontraktor dalam
pelaksanaan pekerjaan pembangunan, sehingga pertajgwaban yang
diganti-ganti mengakibatkan tidak terpantaunya koksi bangunan yang saat
itu diburu waktu. Demikian pula halnya dengan pengoman flighover di jalan

Jenderal Sudirman yang mengalami keterlambatanbéd®erapa kali terjadi

pergantian kontraktor yang mengalami kekuranganadaehingga terjadi

kemacetan selama beberapa bulan di Jalan Sudfrman

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkamwa fungsi
pengawasan yang dilakukan BAPPEDA selain dipengaleh pelaksana
pengawas dilapangan juga kurangnya sikap tegas ripéae Daerah dalam

! Wawancara dengan Kepala BAPPED#gnggal 9 May 2013 di Kantor Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Riau
> Wawancara dengan Kabid Infrastruktur dan Linglaméfidup, tanggal 9 May 2013 di
Kantor BAPPEDA Provinsi Riau
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melakukan monitoring terhadap kinerja BAPPEDA dalaralaksanakan fungsi
pengawasan khususnya untuk pembangunan infrastryahg sanat dibutuhkan
masyarakat luas. Selain itu dengan kurang berjgdafumgsi pengawasan terhadap
pembangunan yang dilakukan BAPPEDA mengakibatkalaktimaksimalnya
pembangunan di Provinsi Riau, hal ini dibuktikamysknya pembangunan yang
bermasalah yang ditangani oleh BAPPEDA ProvinsiuRyang hingga saat ini
masih belum menemukan titik temu dalam penyeles@ambangunan yang
menemui banyak permasalahan. Hal yang paling dighdan adanya
pembangunan infrastrukturyang dapat berakibat fdae&hadap keselamatan
pengguna infrastruktur tersebut karena kurangnyakganaan fungsi pengawasan
ketika pembangunan dilakukan baik oleh Dinas Pakarjumum maupun oleh
pihak BUMN dan suasta.

Fungsi pengawasan yang seharusnya berjalan dergak dapat
mengurangi kerugian dan penyelewengan APBD Proditeggpangan dengan tidak
bertanggungjawabnya kontraktor dan juga pelaksanpambangunan dapat
terlaksana sesuai jangka waktu pelaksanaan damajuggaran yang telah disusun
dalam APBD pada tahun berjalan.

. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Provins Riau dalam Pelaksanaan Pengawasan
Pembangunan di Provins Riau.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diaggmtdditegaskan bahwa
BAPPEDA Provinsi Riau adalah lembaga teknis daesang dilimpabhi
kewenangan untuk menangani pembangunan di ProRiasi dimana salah satu
fungsi yang diemban BAPPEDA vyaitu fungsi pengawadanana BAPPEDA
selain dibekali fungsi dan kedudukan yang tegaspgsu pokok dalam
melaksanakan perumusan kebijakan pembangunan diBAR®PEDA Provinsi
Riau harus mampu menjalankan program-program peguoinam bagi
kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 20Qitantp
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja anBdderencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Riau dimana BAPPEDA ilkerfungsi dan
kedudukan yang tegas dalam melaksanakan pembangesaai dengan uraian
tugas dan fungsi dari masing-masing fungsi yangistdis dalam uraian tugas
BAPPEDA yaitu sebagai perumus kebijakan teknis malengkup perencanaan
pembangunan dan memberikan pelayanan kepada makatdalam membangun
infrastruktur guna kepentingan masyarakat luasrdviRsi Riau dan bertanggung
jawab langsung kepada Gubernur selaku Kepala Daerah

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi fungsi pemagan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provingiu Rdalam
melaksanakan pengawasan pembangunan yang dilakeratashrkan jawaban
responden dan laporan pertanggungjawaban Badamddessan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau Tahun Anggaran 20%2

* Laporan Pertanggungjawaban BAPPEDA Provinsi Riatum 2012
17



1.

Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tugas

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan pada dasartigp pegawai wajib
melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tagjggai yang diberikan
sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun @0@4ng Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tatakerja  Badan Perend2madpangunan Daerah
Provinsi Riau, dimana aparatur BAPPEDA memiliki asgdan tanggungjawab
sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggungjawab ydipkulnya dalam
melaksanakan pembangunan guna mensejahterakam rakya

Kinerja BAPPEDA dapat dikatakan berhasil apabidsnpangunan yang
dilaksanakan direncanakan secara matang dan dapkmdti oleh masyarakat
umumnya. Kinerja yang baik dari BAPPEDA khususdgam pelaksanaan fungsi
pengawasan dikatakan baik apabila fungsi pengawB#&&PEDA dilaksanakan
professional dan dikerjakan oleh pegawai yang niknsumber daya manusia
yang terlatih, yang memiliki keahlian ataupun skiing baik dan pengetahuan
yang luas, mampu berkomunikasi, menganalisa sugkerjan dan sebagainya.
Dengan adanya sumber daya manusia yang baik mékgaen dilapangan dalam
melaksanakan pengawan tidak menimbulkan dampakhilikemudian hari dan
pelaksanaan pengawasan tidak menimbulkan penilgaig negatif khususnya
pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dapatadsesuai anggaran
dan kualitas pembangunan yang baik, dimana hasipdmbangunan yang diawasi
oleh BAPPEDA pelaksanaan pembangunan tersebut-benar memiliki kualitas
yang baik sesuai dengan rencana pembangunan, @gagan, pelaksanaan,
pengawasan hingga ke pelaporan &khir

Bedasarkan tanggapan responden terhadap Sumberntayasia yang
dimiliki BAPPEDA Provinsi Riau dalam melaksanakéimngsi pengawasan
dilapangan 11 orang (50%) menyatakan kinerja fupgagawasan BAPPEDA
cukup baik dan 8 orang (36,36%) menyatakan kinéujagsi pengawasan
BAPPEDA kurang baik.

Tingginya tanggapan responden yang menyatakan suday@ manusia
yang terdapat pada BAPPEDA dalam melaksanakan mpasga terhadap
pembangunan di Provinsi Riau disebabkan sumber mayasia itu sendiri sebagai
pegawai atau staf yang dipercaya dalam melaksartagas dan tanggungjawabna
dinilai masih kurang sehingga fungsi pengawasangyseharusnya mampu
dilaksanakan dengan baik tidak sepenuhnya dapé&iktana sesuai dengan
tanggapan responden bahwa sumber daya manusidBp&REDA Provinsi Riau
dinilai hanya cukup baik.

Selain itu dengan masih rendahnya sumber daya maamusnyebabkan
koordinasi antara pengawas BAPPEDA dengan instansidan kejujuran dari
hasil pelaksana pengawasan itu sendiri yang maslbnb sepenuhnya dapat
dipertanggungjawabkan, dimana BAPPEDA memiliki inikerja yang harus
dijunjung tinggi sesuai dengan visi dan misi yarggus dijunjung tinggi oleh
aparatur BAPPEDA, yaitu :

1) Memiliki profesionalisme kerja selaku lembaga yamgmiliki SDM yang tinggi
dibidangnya, dimana aparatur yang bekerja dalambdgam BAPPEDA

* Wawancara dengan Kabid Infrastruktur dan Linglamblidup, tanggal 9 May 2013 di

Kantor BAPPEDA Provinsi Riau
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merupakan orang yang memiliki keahlian, dapat diga, bertanggungjawab
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didalantjpake

2) Memiliki komitmen yang tinggi dalam mengerjalan pgkan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi BAPPEDA untuk masing-mapegnil.

3) Mampu menjalin kerjasama yang baik dilingkunganepglan, dengan instansi
terkait dan mampu menjalin kerjasama dengan masyatanumnya. Dengan
terjalinnya kerja sama maka akan timbul rasa mkmérhadap hasil pekerjaan
yang baik, timbulnya partisipasi antara sesame rdaa tanggungjawab yang
besar.

4) Memiliki tanggungjawab yang besar terhadap pekerjgng diberikan sesuai
dengan kedudukan, wewenang, dan tugas yang diberika

5) Memiliki kejujuran dalam berkata, bersikap dan batbdan kejujuran tersebut
diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan yang ddrergesuai tugas dan
tanggungjawab.

6) Mampu menjaga keharmonisan dengan sesama rekandaatjjuga hubungan
interpersonal yang baik, bersikap kontruktif, intivalan kreatif dan saling
pengertian sesama rekan kéfja.

Dengan masih kurangnya sumber daya manusia daldaksaaakan fungsi
pengawasan mengakibatkan kinerja aparat BAPPEDAndahenjalankan fungsi
pengawasan dapat dinilai dan dilaksanakan deng&rapabila aparat BAPPEDA
mampu melaksanakan criteria tersebut dengan baikbdaar khususnya dalam
menjalankan fungsi pengawasan dilapangan guna salakan pembangunan
infrastruktur dan lingkungan hidup di Provinsi Riau

Kurangnya Aturan yang ditetapkan BAPPEDA dalam pelaksanaan Fungsi
pengawasan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telancdimakan untuk
meningkatkan infrastruktur dan lingkungan hiduphoRAPPEDA Provinsi Riau
guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyatkatena adanya aturan
dan peraturan yang harus dilaksanakan dan di dibdett setiap pegawai yang
melaksanakan pengawasan dilapangan. Dengan adamygn daik itu dalam
meaksanakan fungsi pengawasan, monitoring mauplamdaerkoordinasi baik
sesama petugas lapangan maupun aturan dalam pelakspekerjaan dilapangan
guna menjaga keselamatan pekerja, pengawas maupoggyma jalan atau
pengguna fasilitas dilingkungan pekerjaan akan memgi dampak negative dan
dapat mencegah timbulnya kecelakaan baik dalamldiemn kerja, kecelakaan
pengguna jalan atau kecelakaan yang timbul dikeamuiakri.

Oleh sebab itu dengan adanya aturan dan peratuaang yliikuti,
dilaksanakan penuh tanggungjawab maka pelaksanaagsif pengawasan
seharusnya benar-benar dapat dilaksanakan denganNzamun dengan belum
jelasnya aturan dan peraturan dilapangan dan magiangnya sumber daya
manusia dilapangan sehingga terjadi pelanggarararatyang dilakukan baik
petugas lapangan, pekerja maupun rekanan dalaminhakontraktor dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya yang akhirnya miglkan banyak hal-hal

* Wawancara dengan Kepala BAPPED®Id, 2012
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negative ataupun kesalahan dalam pembangunan igakgsesuai dengan RPJM,
RPJP maupun RPJ Pendek.

Kenyataan yang terjadi dilapangan baik aturan mauperaturan yang
kurang dilaksanakan oleh pengawas dilapangan rbhabkan pelaksanaan
pengawasan yang seharusnya dilakukan dengan Halkterlaksana sebagaimana
yang diharapkan. Oleh sebab itu hasil pengawadapadtigan tidak menghasilkan
pembangunan yang sesuai dengan target yang diakasadari awal seperti target
jangka waktu pembangunan jembatan Leighton tigajuga pembangunan venue
lapangan tembak disaat pelaksanaan PON ke 18. glyyaraturan dan peraturan
yang dilaksanakan disebabkan kurang disiplinnyaaksaina lapangan dalam
mlaksanakan peraturafy.

3. Kurangnya Sanksi BAPPEDA terhadap Pelanggaran yang dilakukan

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleRPBDA di
Provinsi Riau dibutuhkan tindakan tegas maupun sayikng tegas ketiga suatu
pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan atpeaaturan dan kedisiplinan yang
baik. Namun kurangnya sikap tegas atau sanksi g&egakan oleh pimpinan atau
kepala bidang masing-masing bidang pada BAPPEDAsudnya sanksi bagi
pengawas lapangan yang tidak melaksanakan tugasadggungjawabnya yang
dinilai harus benar-benar dilaksanakan agar tidakimbulkan kesalahan yang
fatal dan dapat mengakibatkan terancamnya kesedamatang banyak akibat
kurangnya kedisiplinan dan sanksi yang tegas bagig@was yang kurang
bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas danguagg@gwab kerjanya
dilapangan.

Dengan kurangnya sanksi yang diberlakukan bagi qeag maupun
petugas lapangan yang kurang disiplin, tidak mengi&turan dan peraturan tata
kerja dilapangan dan kurang melaksanakan fungsiggyeasannya jelas
menimbulkan sikap kurang bertanggungjawab dari wesglilapangan dan hal ini
mengakibatkan kurang maksimalnya hasil pengawasdmdap pembangunan
dilapangan, jelas ini dapat berakibat terjadinyaypéewengan dilapangan apabila
dibiarkan terus menerus.

Meskipun untuk beberapa kasus pembangunan yanglakasaya
dilakukan oleh pihak swasta atau kontraktor, furpgsigawasan BAPPEDA tetap
bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan dabilapsanksi yang
diberlakukan dapat dilaksanakan dengan tegas nedicgp pengawas dapat bekerja
dengan maksimal dan dapat melaporkan penyeleweymag terjadi dilapangan
dalam laporan pertanggung jawabannya. Hal

Kejujuran dari pelaksana pengawasan dilapangamnasaeglu diuji seperti
yang disampaikan oleh Kepala Bappeda :

Kejujuran dalam bekerja dibutuhkan agar hasil yahgeroleh dapat

dipertanggungjawabkan. Apabila pengawas dilapargiatah tidak jujur

dalam memberikan laporan pertanggungjawaban, nseiakan fungsi

% Wawancara dengan Kabid Infrastruktur dan Linglamglidup, tanggal 9 May 2013 di
Kantor BAPPEDA Provinsi Riau
*” Wawancara dengan Kepala BAPPED#anggal 9 May 2013 di Kantor Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Riau
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pengawasan, melakukan evaluasi dan monitoring malauruh
pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup mivinsi Riau sesuai
dengan Peraturan Peraturan Daerah Nomor 21 TahQh f##@ak akan
tercapai. Hal ini jelas menyalahi visi dan misiid@appeda itu sendiri. Oleh
sebab itu pada dasarnya kejujuran dan tanggungjaded fungsi
pengawasan itu sendiri yang diperlukan untuk meaittap hasil yang
maksimal.

3. Upaya dalam mengoptimalkan Fungsi Pengawasan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Provins Riau menurut Kepala
Bappeda Provins Riau.

Perencanaan pembangunan yang dilakukan ocleh BAPPEDWNsI Riau
sebagai badan penyusun perencanaan pembangunan sehenuhnya mampu
melaksanakan fungsi pengawasan yang menjadi satlalfiungsi pelaksanaan tugas
yang menjadi tanggungjawab BAPPEDA. Hal ini dapébat dari masih adanya
beberapa pelaksanaan pembangunan yang mengalamsakan sebelum
waktunya, contohnya :

1. Pembangunan venue lapangan tembak di Rumbai yangafaeni kebocoran
sebelum digunakan

2. Pembangunan Flyighover di Jalan Jendral Sudirmang yanengalami
keterlambatan mengakibatkan terjadi kemacetan dadaktu yang cukup lama.

3. Pembangunan jembatan Leighton Tiga di Rumbai dintateém pembangunan
yang dilaksanakan tidak dilakukan pengawasan yailgdehingga hasil akhir
tidak sebaik yang diharapkan dan ketahanan bangysram terjadi pergeseran
pondasi serta masih belum dilakukan ujicoba , dandampak dari kurangnya
pengawasan terlihat setelah bangunan digunakaraddvasil yang sudah rusak
dan konstruksi yang tidak baik.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 266fang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan TatakerjaanBelencanaa Pembangunan
Daerah Provinsi Riau dimana fungsi pengawasarp teelaksanakan pengawasan
yang dibuktikan dengan adanya koordinasi baik koasi dalam pelaksanaan
pengawasan diawal sebelum pembangunan, disaatspeldn pembangunan dan
setelah pembangunan selesai sehingga dapat mediksagvaluasi dan melakukan
koreksi apabila terjadi kesalahan dalam pelaksapaarbangunan. Namun sesuai
dengan penjelasan mengenai factor-faktor penghanddksananya fungsi
pengawasan Badan Perencanaan Pembangunan DaerahnsiPiRiau telah
berupaya melakukan pembenahan-pembenahan meslepum terlaksana secara
maksimal hingga saat ini, namun BAPPEDA telah bayapsehingga kedepan
mampu meminimalisir timbulnya kesalahan-kesalahangyfatal dan berakibat
terhadap keselamatan jiwa orang banyak.

Adapun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah HEEA9)RProvinsi
Riau telah berupaya melakukan upaya agar funggigvesssan dapat berjalan dan
terlaksana dengan sebaik-baiknya sehingga hasilb@egaunan yang diawasi

*® Wawancara dengan Kepala BAPPED®Id, 2012
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mendapat hasil yang maksimal dan pelaksana funggiggwasan dapat

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengarftara

1. Meningkatkan sumber daya manusia dari pegawai BEAPPdengan mengikut
sertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan tekiais meningkatkan SDM dari
pengawas lapangan sehingga mereka lebih mengergias tu dan
tanggungjawabnya dilapangan. Selain itu dengan regrkbsempatan kepada
pegawai selaku pengawas dilapangan untuk menggarididikan tambahan
serta melakukan studi banding dalam melaksanalgastya untuk mengawasi
pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalanrdhel#aerah lain.

2. Memberlakukan aturan dan peraturan bagi petugasdémm agar tidak terjadi
kesalahan taupun penyelewengan dalam melaksanakegsi f pengawasan,
khususnya agar setiap pengawas dapat bersikap thgigéin dan tetap bekerja
sesuai aturan dan peraturan yang berlaku. Dengamberakukan aturan dan
peraturan baik bagi pelaksana dilapangan, pengaswsapun bagi kepala bagian
untuk tetap bekerja dengan mengukiti aturan daratpemn yang lebih
mengutamakan kepentingan rakyat dan tidak melakuletanggaran-
pelanggaran yang dapat menimbulkan kecela kerjapumukeselamatan
masyarakat banyak ketika peraturan baik dalam &kntkerja maupun
pelaksanaan lapangan tidak dilaksanakan. Menekarkdegoada staf yang
bertugas melakukan pengawasan untuk tetap melakk&ardinasi dengan
seluruh instansi terkait yang terlibat langsunggaenproyek pembangunan guna
menjalin hubungan social, hubungan kerja yang baik mensinkronkan hasil
yang diperoleh. Apabila tidak ada koordinasi makaik laporan hasil fisik
dilapangan maupun penyelewengan tidak akan dagetatiui. Oleh sebab itu
kerjasama yang baik akan terjalin apabila terj&oordinasi antara sesama
petugas sesuai fungsi yang dijalankan khususnygsfupengawasan dalam
melakukan tugasnya mengawasi jalannya pembangulagarnigan.

3. BAPPEDA berusaha untuk menyedikan infrastruktur ik bbagi petugas
lapangan, pengawas dilapangan maupun untuk seloeghwai BAPPEDA
Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan tangmuagny. Dengan
tersedianya infra struktur yang baik akan menunjangrja fungsi pengawasan
dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.abDeiggsedianya infra
struktur yang memadai diharapkan pelaksana pengdilegangan dapat
bersikap jujur, bertanggungjawab dalam melaporkasil pekerjaan dalam
setiap menyerahkan hasil laporan pertanggungjawat@ang dibuat tanpa
menutup-nutupi permasalahan yang terjadi dilapardgn tidak terlibat baik
langsung maupun langsung terhadap perbuatan kpmpsiipulasi dilapangan
yang dapat merugikan Negara dan membahayakan jave danyak.

4. Bersikap bertanggungjawab terhadap pekerjaan ydareyikan kepada setiap
pengawas dalam menjalankan tugasnya, dengan méwarb&oimpensasi berupa
penghargaan untuk mengikuti diklat pendidikan baegawai yang memiliki
prestasi kerja yang penuh tanggungjawab.

Seperti yang disampaikan Kepala Dinas BAPPEDA iRsbvRiau hal
tersebut tidak saja berlaku bagi fungsi pengawasdapi kepada seluruh fungsi
yang ada dalam BAPPEDA, hal tersebut untuk memkaktiBAPPEDA tetap
bertanggungjawab untuk setiap pekerjaannya.

2 Wawancara dengan Kepala BAPPED#®id, 2012
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Bukti dari keseriusan BAPPEDA dalam mengoptimalk@&nlaksananya
fungsi pengawasan oleh BAPPEDA Provinsi Riau agalaksanaan fungsi
pengawasan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomdah2h 2001 dengan
memperbaiki kinerja staf/pegawai BAPPEDA ProvinglRdan tetap menerapkan
pelaksanaan fungsi pengawasan dengan melampirkdretaluasi dan monitoring
dalam setiap hasil pekerjaan yang dilampirkan  dalafaporan
pertanggungjawabah

Upaya dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan &lepala Bappeda
sangat menentukan hasil pembangunan khususnya gbiddgrastruktur dan
lingkungan hidup di Provinsi Riau dan sesuai dendangkah-langkah
pembangunan yang disusun melalui proses Musrertiaéing 2012 pada dasarnya
harus sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan ReraDaerah Nomor 21 tahun
2001 dimana fungsi pengawasan mampu melaksanakagawasan dengan
melaksanakannya dengan melakukan koordinasi, estalaa monitoring dan hasil
pertanggung jawaban yang jujur dan dapat diperiamgjgwabkan.

Dapat dijelaskan tanggapan responden terhadhgpastderhadap upaya yang
dilakukan oleh Kepala Bappeda Provinsi Riau masliorh terlaksana, oleh sebab itu
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 208GhtPembentukan, Susunan
Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaa Pemitmn®aerah Provinsi Riau
masih belum berjalan khususnya terhadap pelaksduagsi pengawasan.

D. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
1. Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan PerencanaapariReman Daerah

Provinsi Riau (BAPPEDA) berdasarkan Peraturan DabBi@mor 21 tahun 2001
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan f{ataRadan perencanaa
Pembangunan Daerah Provinsi Riau hingga saat isihnb@lum berjalan secara
maksimal, selain pengawas dilapangan yang hanyakulian sekali-sekali,
pelaksana fungsi pengawasan juga tidak mengetaHakganaan pengawasan
seperti apa,

Dari tanggapan Responden menunjukkan 15 orand8%8, responden
menyatakan bahwa fungsi pengawasan yang dilaksanaaya dilakukan
sekali-sekali. Sedangkan 5 orang (22,72%) menyatgkangawasan tidak
dilaksanakan terhadap pembangunan yang dilaksanBkdan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau. Haljglas membuktikan
bahwa fungsi pengawasan BAPPEDA masih belum texteksecara moptimal.
Demikian pula halnya dengan kurangnya koordinatranfungsi pengawasan
BAPPEDA dengan instansi terkait yang bekerja dalaatu proyek
pembangunan, hal ini menunjukkan bahwa dengan telgginnya koordinasi
maka hasil pengawasan yang diharapkan juga tidskasé&arena kurangnya
kerjasama dilapangan. Kurangnya kejujuran pengashgangan terhadap
laporan pertanggungjawaban menimbulkan permasaldtsika bangunan
bermasalah dikemudian hari.

2. Hambatan yang dihadapi BAPPEDA Provinsi Riau khogas dalam
pelaksanaan fungsi pengawasan vyaitu kurangnya surdbga manusia
pengawasan BAPPEDA dalam melaksanakan tugas dajguiagjawabnya

%0 Laporan Pertanggungjawaban BAPPEDA Provinsi Righwn 2012
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sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun @éf@iikian pula halnya
kurangnya aturan dan peraturan yang tegas sehipgggawas dilapangan
bekerja tidak sesuai dengan aturan dan peratunag lyarlaku dan kurangnya
sanksi dari pimpinan maupun dari instansi sendntdadap kurangnya disiplin
dari pelaksana pengawas dilapangan

3. Upaya yang dilakukan BAPPEDA untuk mengatasi peafagsin yang
menghambat kinerja fungsi pengawasan BAPPEDA Pso®Wriau yaitu dengan
memberi support kepada pegawai untuk meningkatkexerja organisasi
BAPPEDA dengan mengikut sertakan pegawai dalantipafapelatihan teknis
dan meningkatkan SDM dari pengawas lapangan sehinggreka lebih
mengerti tugas dan tanggungjawabnya dilapanganairSeitu dengan
memberlakukan aturan dan peraturan dalam melaksartakas dan tanggung
jawab serta, menekankan kepada staf yang bertugéskukan pengawasan
untuk tetap melakukan koordinasi dengan selurutamss terkait yang terlibat
langsung dengan proyek pembangunan guna menjaliounigan social,
hubungan kerja yang baik dan mensinkronkan hasi yhperoleh. Selain itu
menegaskan kepada pegawai untuk bersikap jujutar@gyungjawab dalam
melaporkan hasil pekerjaan dalam setiap menyerahkasil laporan
pertanggungjawaban yang dibuat tanpa menutup-nytepmnasalahan yang
terjadi dilapangan dan tidak terlibat baik langsungupun langsung terhadap
perbuatan korupsi, manipulasi dilapangan yang dapatugikan Negara dan
membahayakan jiwa orang banyak, juga menegaskaad&epegawai untuk
bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang dibelkikepada setiap pengawas
dalam menjalankan tugasnya, dengan memberikan kwsape berupa
penghargaan untuk mengikuti diklat pendidikan baegawai yang memiliki
prestasi kerja yang penuh tanggungjawab.

2. Saran

Untuk melengkapi penelitian yang dilaksanakan, anglenulis mencoba
memberikan saran yang dinilai perlu dan berhubundgamgan pelaksanaan fungsi
pengawasan BAPPEDA Provinsi Riau berdasarkan RaratGubernur Nomor 13
tahun 2009 tentang uraian tugas Badan PerencarerabalRgunan Daerah Provinsi
Riau.

1. BAPPEDA Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Gubddomor 13 tahun
2009 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan PeunizengDaerah
seharusnya menempatkan pegawai yang melaksanakeysi fpengawasan
sesuai dengan latar belakang pendidikannya, jugapegawai yang melakukan
tugasnya secara professional dapat meningkatkaarj&inpegawai dengan
memberikan pelatihan dan pendidikan tambahan sdmfala hal ini selain
untuk memberikan semangat kepada pegawai juga giatkan kinerja
pegawai khususnya dalam melakukan pengawasan dakargawasi jalannya
pembangunan di Provinsi Riau.

2. BAPPEDA Provinsi Riau sebaiknya memfasilitasi pegawkhususya fungsi
pengawasan dengan kendaraan, kamera dan handycanmgmunjang kinerja
pegawai sehingga fungsi pengawasan BAPPEDA dapédikdana secara
maksimal. Tdak ada alasan bagi pengawas lapangak tidak melaporkan
pengawasan dan jalannya pembangunan yang nantpga lderakibat fatal bagi
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keselamatan jiwa masyarakat yang menggunakan tnfkasr yang
dilaksanakan dikemudian hari.

1) Hendaknya BAPPEDA Provinsi Riau juga memberikan ivast yang lebih
tinggi kepada pengawas lapangan agar benar-benarpunanelaksanakan
tugasnya dengan jujur sehingga laporan pertanggwadpjan yang disampaikan
dapat disampaikan dengan sebaik mungkin dan tidaigghmenyampaikan atau
melaporkan yang baik-baik saja, tetapi tetap mangkepada Peraturan
Gubernur Nomor 13 tahun 2009 tentang uraian tugasBFEDA yang mana
setiap pekerjaan dilakukan dengan penuh tanggua@jadan jujur dalam
memberikan laporan pertanggungjawaban sehinggak tidaenimbulkan
permasalahan dikemudian hari dimana laporan pegtanggawaban benar-benar
dapat dipertanggungjawabkan khususnya dapat dgaddcuanbagi pengawas
untuk pelaksanaan pembangunan yang lainnya dii&idRiau.
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